
Menimbang a.

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2O2I

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI tsENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan pasat 58 ayat {3) peraturan

Pemerintah Nomor L2 Tahun 2olg tentang pengelolaan

Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9oo-4700 Tahun 2o2o tentang Tata cara persetqjuan

Menteri Da1am Negeri rerhadap Tambahan peng[rasilan

Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan pemerintah

Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapatkan
persetujuan Menteri;

bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun
2a2o tentang Pemberian Tambahan penghasilan pegawai

Negeri sipil Di Lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu
telah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf
b di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Pemberian Tambahan penghasilan pegawai

Aparatur sipil Negara di Lingkungan pemerintah provinsi

Bengkulu;

Undang-Undang Nomor g Tahun 196T tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g2g);

b.

C.

Mengingat: 1.
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2. Unclang-Undang i.lornor 28 Tairun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a79);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 196T dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

34,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

288a1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 20L2
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor a83);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor +2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

1781);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2An
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada pegawai

Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2A12 Nomor 6);

6.

7.

B.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASII"AN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI

UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang tertentu di Daerah'

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat AsN

adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah

Provinsi Bengkulu.

6. Calon Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat

CPNS adalah calon Pegawai Negeri sipil di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu.

7. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disebut TPP

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada

Pegawai AsN berdasarkan beban kerja, tempat bertugas,

kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja serta

pertimbangan obYektif lainnYa.

8. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas

kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun

pelayanan aParatur.

g. Hadir Kerja adalah keadaan masuk keq'a pada hari ke{a

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas

kedinasan lainnya yang diketahui atasan.

10. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada

waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
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Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat

Daerah selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran.

Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan ibadah yang

dilaksanakan ASN sesuai dengan agamanya masing-

masing.

Tugas adalah tugas utama yffrg merupakan penjabaran

langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas

tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian

tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit keq'a.

pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai

dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV

atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan

peraturanperundang-undangan.

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA

adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Pemerintah

Provinsi Bengkulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan TPP

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaks-ri,i pa,Ja a]-at (1) ,Jiiakukan mulai dari pembahasan

KUA sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang

APBD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

a. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;

b. meningkatkan kualitas pelayanan;
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meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan

meningkatkan disiplin Pegawai ASN.

BAB III

KRITERIA TPP

Pasal 4

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban keda

dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan

tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam

perbulan (Seratus Dua Belas Koma Lima) atau batas waktu

normal minimal 170 (Seratus Tujuh puluh)jam perbulan.

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kery'a

diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja

yang tinggr sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan

diakui oleh pimpinan diatasnya.

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat

bertugas dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam

melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki tingkat

kesulitan tirggt dan terpencil berdasarkan indeks TPP

tempat bertugas, yeng didapatkan dari perbandingan indeks

kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi.

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi keja

dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap

penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia

berbahayalradiasi, bahan radioaktif;

c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan ketl'a;

d. pekerjaan ini beresiko aparat pemeriksa dan penegak

hukum;

e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis

atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat

pelaksananya;dan

f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung

oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural
dibawahnya.

(1)

tzl

/.)\(r,

(4)
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Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan

profesi dapat diberikan kepada Pegawai ASN yffirg

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keterampilan yang dibutuhkan khusus dan atau

kualifikasi Pegawai ASN pemda sangat sedikit;dan

b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan

pimpinan tertinggi dipemerintah daerah.

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengklasifikasian jabatan/ unit kerja yang termasuk dalam

kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dilaksanakan

oleh Tim Pelaksanaan TPP Pegawai ASN.

(2) Besaran TPP Pegawai ASN masing-masing Jabatan/ unit
Kerja dihitung berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas

fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan indeks
.^^-^_.^r^.^ ^-.1-r^1^ l^^..^'t^
PCrrvErsrrEH,iLl ir.al t Pcllrtrr trrLctlr Llir.El cllr.

(3) Hasil klasifikasi dan Besaran TPP Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pegawai ASN

yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Bengkulu yang

dipekerjakan atau ciiperbantukan oieh Gubernur cii

lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan

memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Instansi asal.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

a. pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman disiplin

tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 {dua) tahun;
1- *^-^-,-^.: AQ\l '-ti1^^-:1,^* ^,,+.i l: 1,,^.. +^^--,u. PcB,i,'wi,'r .\Jr\ Jd.llB Lrlucr rr\iLrr LLt LI ul iud.t LaItBS,uiiBaIi

Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa

persiapan pensiun dengan usulan sendiri;

lr\
tu,
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c. pegawai ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu yarlg

dipekerjakan/diperbantukan di luar lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu;

d. pegawai ASN yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan

bebas bersyarat;

e. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau

dinonaktifkan;

f. pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar

tanggungan negara, Cuti Besar di luar kegiatan

keagamaan, Cuti Melahirkan anak Ketiga dan berikutnya

serta Cuti Sakit yang lebih dari 3 bulan;

g. pegawai ASN yang masih menguasai aset milik

pemerintah yang bukan merupakan kewenangannya baik

aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum

dikembalikan kepada Negara;

h. pegawai ASN yang wajib tetapi belum menyampaikan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

i. pegawai ASN yang tidak melaksanakan putusan majelis

tuntutan ganti rugr;

j. pegawai ASN yang tidak melaporkan apabila menerima

gratifikasi;dan

k. pegawai ASN yang hanya memenuhi aspek disiplin keda

dan tidak memenuhi aspek produktivitas kerja kecuali

bagr pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar

Kegiatan Keagamaan, Cuti Melahirkan Anak ke- 1 dan

Anak ke-2 serta Cuti Sakit kurang dari 3 (tiga) bulan.

{3) Pegawai ASN di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah

Provinsi Bengkulu dapat diberikan TPP dan/atau Jasa

Pelayanan Medik yang pelaksanaannya ditetapkan dengan

keputusan Gubernur.

(4) Pegawai ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan

pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang

memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya diberikan

tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif

pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi.
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i5) PemLrerian jasa peiayanan, pernungutan pajak dan relribusi,

serta tenaga pendidik serta tunjangan sertifikasi atau

sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) CPNS dan pegarnai pemerintah dengan perjanjian keqa

diberikan TPP sebesar Boo/o (Delapan Puiuh Persen) dari

besaran TPP yang ditentukan.

(2) Pegawai ASN yang menjalankan cuti besar untuk kegiatan

keagamaan diberikan TPP sebesar 5o'/. (Lima Puluh

Pcrqcn)

(3) pejabat atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai

pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat

menerima TPP pegawai ASN Tambahan sebesar 2ooh (dua

puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam jabatan sebagai

Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang

dirangkapnya.

Pejabat setingkat yang merangkap Ptt. Atau Plh. Atau

Penjabat jabatan lain menerima TPP pegawai ASN yang lebih

tinggi, ditambah 21yo (dua puluh persen) dari TPP pegawai

ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan

yang dirangkapnya.

Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang

merangkap sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat hanya

menerima TPP pegawai ASN yang tertinggi.

TPP pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud ayat

{4), ayat (5} dan ayat (6) diberikan kepada Plt. Atau Plh. Atau

Penjabat apabila melaksanakan tugas paling singkat satu

bulan kalender terhitung sejak mulai melaksanakan tugas

dan tidak terputus.

Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau

diberhentikan dari Jabatan Struktural, diberikan TPP sesuai

Jabatan yang baru terhitung sejak mulai melaksanakan

tugas pada Jabatan tersebut dan dihitung secara

proporsional.

I A\(?,

(s)

(6)

I t7\t,,
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tsAts V

INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Besaran TPP yang diterima setiap pegawai ASN dihitung

berdasarkan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas

kerja.

Persentase pemberian TPP adalah sebesar 4Oo/" (empat

puluh persen) untuk aspek disiplin kerja dan 6O"h (enam

puluh persen) r-tntuk^ aspek produktivitas ke4a-

Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi

pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan

Keagamaan, Cuti Melahirkan Anak ke- 1 dan Anak ke-2

serta Cuti Sakit kurang dari 3 bulan.

Bagian Kedua

Aspek Disiplin Keqja

Pasal 9

Persentase aspek disiplin keda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2), didasarkan pada 4 (empat) indikator,

yaitu:

a. hadir terlambat, bobot maksimal l}"h (sepuluh persen)

dengan rincian:

1. bobot tO"/" (sepuluh persen) jika akumulasi

keterlambatan sejumlah 0 (nol)jam dalam satu bulan;

2. bobot Bo/o (delapan persen) jika akumulasi

keterlambatan kurang dari 2 (dua) jam dalam satu
1---I^.^.
U Lli'.r.I1,

3. bobot 6oh (enarn persen) jika akumulasi keterlambatan

2 (dua) jam sampai 4 (empat)jam daiam satu bulan;

4. bobot 4o/o (empat persen) jika akumulasi

keterlambatan 4 (empat) jam sampai dengan B

(delapan) jam 30 (tiga puluh) menit daiam satu bulan;

dan
E 1^^1^^+ nol /.^^l .^^.^^^.^\ ::l-^ ^l.,,*,,1^^.; 1--*^*l^*!-^+^-J. UOUOL U-7'U IITUT FIUI 5UtT,| JIT!d. d.^t'rIIILIId.SI r'ULUI tdIIIUdLilII

lebih dari B (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit dalam

satu bulan.

(1)
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6. Apabila setiap akumulasi keterlambatan B (delapan)

jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap

tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari.

pulang lebih cepat, bobot maksimal rcVo (sepuluh

persen) dengan rincian:

1. bobot 107o (sepuluh persen) jika akumulasi pulang

lebih cepat nol jam dalam satu bulan;

2. bobot 8o/o (delapan persen) jika akumulasi pulang

lebih cepat kurang dan 2 (dua) jam dalam satu bulan;

3. bobot 60/o (enarn persen) jika akumulasi pulang lebih

cepat 2 {dua)jam sampai dengan 4 (empat) jam dalam

satu bulan;

4. bobot 4o/o (empat persen) jika akumulasi pulang lebih

cepat lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan B

(delapan)jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;

5. bobot O7o (nol Persen) jika akumulasi pulang lebih

cepat lebih dari 8 (delapan) jam dan 30 (tiga puluh)

menit dalam satu bulan;dan

6. apabila setiap akumulasi pulang cepat 8 (delapan)jam

30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap tidak

masuk kerja selama 1 (satu) hari.

tidak masuk kerja, bobot maksimal loo/o (sepuluh

persen) dengan rincian:

1. bobot 1O7o (sepuluh persen) jika tidak masuk kerja

0 (nol) hari dalam satu bulan;

2. bobot 7,5o/o (tujuh koma lima persen) jika tidak

masuk kerja 1 (satu) hari atau 8 (delapan) jam 30

{tiga puluh} menit dalam satu bulan;

3. bobot 57o (lima persen)jika tidak masuk keq'a 2 (dua)

hari atau 17 (tujuh belasljam dalam satu bulan; dan

4. bobot 2,5Vo (dua koma lima persen) jika tidak masuk

kerja diatas 2 (dua) hari atau lebih dari 17 (tujuh

belas)jam dalam satu bulan.

tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku, bobot maksimal 107o (sepuluh persen), dengan

rincian:

c.

d.
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1. bobot lOo/o (sepuluh persen) jika tidak pernah

mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;

2, bobot 8% (delapan persen) jika mendapat hukuman

disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;

3. bobot 60/o (enam persen) jika mendapat hukuman

disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan;

4. bobot 4o/o {ererpat persen) jika mendapat hukuman

disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam

satu bulan; dan

5. bobot Oo/o (nol persen) jika mendapat hukuman

disiplin sedang dalam satu bulan.

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama hari ke{a

dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan maka aspek disiplin

kerja O7o (nol persen).

Bentuk formulir rekapitulasi aspek disiplin kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Ketiga

Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 10

Penilaian aspek produktivitas kerja dilakukan berdasarkan

capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas

jabatan I kinerj a proses bulanan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. uraian tugas jabatan;

b. indikator kinerja utama;

c. perjanjian kinerja;atau

d. indikator kineri'a individu.

Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator

kine{a utama/indikator kinerja individu atasan langsung

secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk

mencapai kineda output/ outcome.

t1)

(2t

(3)
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(4) Setiap pegawai PNS wajib membuat laporan aspek

produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan

uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dan ayat (3).

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai
_-^r..1-+i--.i+^^ r-^:^ ^^-.:^- 1^^-: I-:.^^-j^pl Lruur\Llv-rLdb r\trJar- suLrcLP rlar.t l ritt ltrrJar".

Pasal 1 1

Aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (4) didasarkan pada 2 (dua) indikator:

a. Pelaksanaan tugas pegawai ASN, bobot maksimal 55o/o (lima

puluh lima persen) dengan rincian:

1. bobot 55% (lima puluh lima persen) jika melaksanakan
1-^-.:^!^.^ --^- -.^^I-^.^ .^^1.:-- ^^1.:l -:L .rA ll.-^l\EBrd-Lir.rl -viLrlB rlrEl uPd.r\d.l l LuSd.ri Pd.rrrtE, scuti\iL zv [uLtd.

puluh) hari kerja atau paling sedikit 17O (seratus tujuh
puluh)jam keda dalam satu bulan;

2. bobot 45o/o (empat puluh lima persen)jika melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam

belas) hari kerja atau paling sedikit 136 (seratus tiga

puluh enam)jam dalam satu buian;
/'t l^^1^^+ oEO,/ /*:-^ .^.,1.,1^ I:.-^ .^^..^^.^\ .:ir-^ *^l^1,^^-^^1.^-^r. rIJLr\rL JJ ,/u \L-r6d. PL,trLrrr lrrrlit. PCr scrU Jr.r,id. lrrcriat\sd.lrd.r\d.i I

kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat

belas) hari kerja atau paling sedikit 119 (seratus

Sembiian belas) jam dalam satu bulan;

4. bobot 25o/o (dua puluh lima persen) jika melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua

belas) hari kerja atau 102 (seratus dua) jam kerja atau
1^1^:l^ l^l^* ^^+-- 1^--1^-^.lg urrt Llil-rii.rrt si4L Ll u u td.i I .

5. bobot 15o/" (lima belas persen) jika melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 10

(sepuluh) hari kerja atau 85 (delapan puluh lima) jam

kerja atau lebih dalam satu bulan;

6. bobot 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan

yang merupakan tugas paling sedikit 6 (enam) hari keda
afnrr tr1 /l:*^ *.,,1..1^ ^^+',\ l^.- !.^-:^ ^+^,! I^1-.:l^ l^l^-.r.L.r-u J_r Itrll1d. pulult sd-Lt-rJ JaIII hcrja aLaii j.CUili Uatarrl

satu buian;dan
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7. ilobot 0?t, (noi perserr) jika nleiaksanakan kegiatan yarlg

merupakan tugas kurang dari 6 {enam) hari kerja atau

kurang dari 51 (lima puluh satu) jam kerya dalam satu

bulan.

b. ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi capaian kinerja

pegawai ASN, bobot maksimal 5o/" (lima persen) dengan

rincian:

i. bobot SnL (lima persen) jika waktu men-v'ampaikan

laporan pada hari pertama kerja bulan berikutnya;

2. bobot 4o/o (empat persen) jika rvaktu menyampaikan

laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya;

3. bobot 3o/o (tiga persen) jika waktu menyampaikan

laporan pada hari ketiga keda bulan berikutnya;

4. bobot 2o/o (dua persen) jika rn'aktu menyampaikan
'laporan pada hari keempat kerja bulan berikutnia; dan

5. Bobot 07o (no1 persen)jika waktu menyampaikan laporan

pada hari kelima kerja buian berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal hari kerja dalam satu bulan kurang dari 20 {dua

puluh) hari ke4'a, perhitungan bobot maksimal pelaksanaan

tugas pegawai ASN 55o/o (lima puluh lima persen)

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a,

disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut.

Perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas pegawai

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 13

(1) Tahapan penyampaian rekapitulasi capaian aspek disiplin

kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagai

berikut:

a. Admin TPP PD menyampaikan rekapitulasi capaian aspek

disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN

kepada Kepala Perangkat Daerah / Kepala Biro setiap

bulan pada hari keda kelima;

(1)

{2}
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b. Kepaia Ferangkat Daeraiii Kepaia Biro Inellgesairkarr

rekapitulasi aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas

ker.Ja pegawai AsN untuk bahan pengajuan TPP setiap

bulan;

c. Admin TPP PD menyampaikan rekapitulasi capaian aspek

disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN

yang telah d.isahkan oleh Kepala Perangkal Daerahf

Kepala Biro kepada Kepala Perangkat Daerah Jang

menangani urusan Kepegawaian untuk diverifikasi;

d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat Permintaan

Pembayaran dan surat Perintah Membayar TPP kepada

Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan

pengeiolaan keuangan daerah setiap bulan;

e. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan

pengelolaan keuangan daerah menerbitkan sP2D TPP

setiap bulan;dan

f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas

atau penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi

capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja

pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat

disampaikan oleh atasan langsung dengan melampirkan

Surat Peniigasan.

(2) Formulir aspek disiplin keqa dan aspek produktivitas kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana

tercantum daiam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 14

(1) Ketentuan waktu kerja pegawai ASN bagi Perangkat Daerah

yarrg melaksanakan Program 5 (lima) hari kerja dengan

waktu bekerja selarna 42 (empat puluh dua) jam dan 3O

(tiga puluh) menit dalam seminggu ditetapkan sebagai

berikut:

a. hari senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai

dari Pukul 07 .45 WIB sampai dengan 16.15 WIB; dan
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b. irari iumat- waktu kerja dinruiai paeia Fuki,ri 07.45 wits

sampai dengan Pukul 16.45 WIB.

(2\ Ketentuan waktu kerja pegawai ASN bagi Perangkat Daerah

pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Program

6 (Enam) hari kerja dengan waktu bekerja selama 36 (tiga

puluh enam)jam dan 30 (Tiga Puluh) menit dalam seminggu

ditetapkan:

a. hari senin sampai dengan hari Kamis -*-aktu kerja

dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00

WIB;

b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB

sampai dengan Pukul 11'30 WIB;dan

c. hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB

sampai dengan Pukul 14-00 WIB.

(3i I{etentuan rn.aktu keija pega-wai ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan pada saat bulan

puasa (bulan suci ramadhan), yang diatur lebih lanjut

dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

(4) Ketentuan waktu kerja pegawai ASN, dan waktu perekaman

alat/mesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan

pubiik Jang menerapkan kerja shift a'raij pen''igasan keija

khusus diatur lebih lanjut oleh kepala Perangkat Daerah,

dengan ketentuan jumlah jam keda tidak boleh kurang dari

36 (tiga puluh enam) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam

seminggu.

Bagian Kedua

Pengelola Data

Pasal 15

(1) Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan

oleh unit keq'a yang menangani urusan Kepegawaian

kecuali pegawai ASN yang bekerja di satuan pendidikan

dilaksanakan oleh sekolah masing-masing.

{2\ Kepala Perangkat Daerah I Kepala Biro menunjuk operator

aplikasi rekam kehadiran elektronik dan

pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan atas persetujuall

Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan

Kepegawaian.
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(3) Operator apiikasi aiat/rrresin r"ekanr kei:aciiran eieklronik
pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:

a. memelihara, mengawasi alat/mesin rekam kehadiran
elektronik dan melaporkan kondisi alat/mesin rekam
secara berkala kepada perangkat Daerah yang
menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi
(rrK).

b. menghimpun dan mengadministrasikan selui:uh jenis
surat izin cuti dan/atau surat perintah tugas lainnya
sebagai bahan perhitungan capaian aspek disiplin kerja;

c. menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam
kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah
pencapaian aspek disiplin kerja;

d. menghitung data kehadiran seluruh pegawai ASN secara
final untuk kemudian disampaikan kepada pe tugas
Pengadministrasi Tpp; dan

e. mengkonfirmasi pegawai ASN yang tidak melakukan
rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan.

(4) Pengadministrasi TPP mempunyai tugas:

a. menerima rekapitulasi laporan kinerja harian pegawai
ASN, dengan membuat tanda terima penyerahan raporan
^^1^^ -^j ,J13+r .^^..t^i+, )^^+_strud8ai uasai- pe rniLungan insiriimen aspe k
produktivitas kerja;

b. mengambil data laporan kehadiran pegawai ASN dari
petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik
sebagai dasar perhitungan aspek produktivitas kerja;

c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek
produktivitas kerja bulanan pegawai ASN tingkat
Perangkat Daerah untuk disahkan kepala perangkai

Daerah/ Kepala Biro;

d. menyampaikan rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja
dan aspek produktivitas kerja yang telah disahkan oleh
Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro kepada
Perangkat Daerah yang menangani Urusan
Kepegawaian;

e. menJampaikan berkas Tpp untuk penerbitan surat
Perintah Membayar (SpM) Tpp; dan
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i. nrelaksanakarr tugas adrninistrasi lailrtya terkaiL

pencairan Pembayaran TPP.

BAB VII

PENGINPUTAN BAHAN TPP

Bagian Pertama

Data Disiplin Kerja

Pasal 16

Setiap pegawai ASN wajib rekam kehadiran dengan

menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada

masing masing unit kerja'

Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku untuk pegawai ASN yang

melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap

di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan

absensi pada Perangkai Dacrah tempai tr-igas schingga

diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam

kehadiran elektronik pada masa penugasan.

Bagi pegarvai ASN pada Perangkat Daerah yang belum

memiliki aiat/mesin rekam kehadiran elektronik, maka

absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format

absensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak 
"erpisahkan 

dari pcraturan

Gubernur ini.

Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari

bagi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 5 (lima) hari

kerja yaitu:

a. pada Pagi hari mulai pukul A6-45 WIB sampai Cengan

_^--r,..1 t\ta AC 1t/IT).
uu iiu I \-, , .iJ vv I lJt

b. pada Sore hari mulai pukul 16.15 WIB sampai dengan

Pukul 20.00 WIB;dan

c. pada sore hari Jum'at mulai pukul 16.45 WIB sampai

dengan pukul 20.00 WIB.

Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

rvajib d,ilakukan sebanyak 2 {dua) kali bagi Perangkat

Daerah Jang melaksanakan 5 (enam) hari kerja yaiiu:

a. Hari Senin sampai dengan Sabtu pada Pagi Hari pukul

06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB;

(3)

(4)

(s)
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b. Fiari Senin sarrrpai dengan Karnis pacia Siang iiari pukui
14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;

c. Hari Jumat pada Siang Hari pukul 11.30 WIB sampai

dengan pukul 12.3A WiB; dan

d. Hari Sabtu pada Siang Hari pukul 14.00 WiB sampai

dengan pukul 15.00 WIB.

Perekaman kehadiran yang hanya dilakukan 1 (satu) kali
l^l^* 1 I^^+,,\ 1^^.^.: l:^.^*-^.^ +jl^1- 

-^^,,1. 
1.^-j^ 1-^^-.^1:Lrii,id_lri i tbd.Lu, rrci.i t tliar.ilBBd.y Liuitt\ rilatsLr^ ^Lrjii. ALLLtd.rr

pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak melakukan

perekaman kehadiran dikarenakan tugas kedinasan

insidentil, dikonfirmasi dengan Surat Pernyataan yang

bersangkutan.

Apabila mesin Rekam kehadiran eiektronik tidak dapat
l.:-^-^,,.^^1,^.^ 1.^.^^.^^ ^I^^^.^ +^1..^.1^ *^1-^ t/^^^7^ D^.^^-^-1 -^riJiy(-l EiJirai.r\d,rr Ad.ICira clrd-irciri LEi\i iiii. llia,..rid, r\LPir.rd. r Clo-rrtnaL

Daerah/Kepala Biro membuat berita acara dan

melampirkan daftar hadir manual pegawai ASN secara

tertulis.

Pasal 17

Dalam hai teryadi bencana alam, bencana non alam, dan

kendala teknis lainnya yang menyebabkan diberlakukannya

sistem kehadiran manual, maka data kehadiran manual

disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menangani

urusan Kepegawaian paling iambat pada hari kerja ke 5 (lima)

bi;lan berikutnya dengan melampirkan berkas pendukung )'ang
telah lengkap.

Pasal 18

Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (6)

seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar

daerah, mengikuti sosialisasi, rapat, diklat kedinasan serta

sejenisnya dalam kota tetap dianggap hadir walaupun tidak
mengisi mesin absensi elektronik/ melakukan perekaman

kehadiran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dengan ketentuan

untuk memenuhi instrumen aspek disiplin kerja dan aspek

nrodLtktivitas kerta pesa-rvai ASN hartrs clihuk-tikan rlenoan srrratl-----..__.-..*_.J-=i--o--..-.-

Perintah yang ditandatangani minimal oleh atasan langsung/

surat perintah tugas.

(B)
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Fasai i9

(1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai AsN, Perangkat

Daerah berwenang:

a. rneni/usun rekapitulasi kehaciran ASIrI setiap bulan can

disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang

menangani urusan Kepegawaian untuk diverifikasi;

b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian

mengembalikan data kehadiran kepada Perangkat

Daerah/Biro paling lambat 2 (dua) hari setelah berkas

usul verifikasi lengkap diterima; dan

C.iiepalaPerangka.uDaerah/Birobertanggungja=wab
terhadap pengelolaan data kehadiran Kepegawaian dan

pemeliharaan alat/mesin rekam kehadiran Elektronik

serta aPlikasinYa'

(2) Dalam pengelolaan data kehadiran AsN, Perangkat Daerah

yang menagani urusan Kepegawaian memiliki tugas dan

kewenangan:

a. melakukan verifikasi a'uas rekapitulasi kehadiran dan

rekapitulasi aspek produktivitas kerja yang disampaikan

oleh Perangkat Daerah.l Biro;

b. proses verifikasi rekapitulasi kehadiran ASN Perangkat

Daerah dibagi dalam 2 (dua) termin yaitu:

1. Termin I, bagi Perangkat Daerah/Biro yang telah

lengkapdatapendukungnyalebihdari5o,/odari
jumlahpega-waiASNun.uukdiverifikasipadahari

kerja ke-l (satu sampai dengan hari kerja ke-10

(sepuluh) buian berikutnYa dan;

2. Termin II, bagi Perangkat Daerah lBiro yang belum

lengkap data pendukungnya pada termin I, dapat

mengajukan setelah verifikasi termin I selesai;

3. Bagi Perangkat Daerah/Biro yang belum

mengaj'.ikan proses verifikasi sebagaimana pad'a

angka 1 dan 2 diatas sampai dengan 2 (dua) hari

kerja sebelum berakhir hari kerja bulan berikutnya

maka tidak daPat diverifikasi.

4. Perangkat Daerah /Biro wajib menyampaikan

Checklist berkas verifikasi TPP saat mengajukan

proses verifikasi kepada Perangkat daerah yang
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rneriarrBani ur usarr Kepegawaian.

5. Format Checklist berkas verifikasi TPP sebagaimana

dimaksud pada angka 4 di atas tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

c. Data kehadiran pegawai AsN Perangkat Daerah /Bito

dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan

I(epcga,na'ian atas persetujuan l(cpala Perangkat daerah

yang menangani urusan Kepegawaian; dan

d. memfasilitasi pengelolaan data kehadiran pegawai ASN

pada Perangkat Daerahl Biro apabila terjadi

permasalahan data antara rekapituiasi yang dibuat oleh

PerangkatDaerah/ Biro dengan data aplikasi E-kinerja'

Bagian Kedua

Data Produktivitas Kerja

Pasal 20

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib membuat laporan kerja

harian secara online melalui aplikasi e-kinerja.

Setiap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Ker.1'a

membuat laporan harian secara manual atau sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku'

Lapoian kerja ha:ian sebagaimana 'iimaksud pa'Ca ayat (1),

disampaikan setiap hari kepada atasan langsung paling

lambat 7 (tujuh) hari kalender untuk dilakukan penilaian.

Laporan kerja harian yang telah dilakukan penilaian oleh

atasan langsung dapat ditinjau kembali'

Atasan langsung sebagai pejabat penilai bertanggung jawab

atas laporan kerja harian pegawai ASN yang diniiai.

Laporaa kerja harian sebagaimana dimaks-tid pada ai'at (ii

dan ayat (2), disampaikan kepada Perangkat daerah yang

menangani urusan Kepegawaian sebagai bahan pembinaan

kine4'a.

Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan

penilaian laporan harian pegawai ASN dengan alasan

tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan

langsung pejabat penilai atau pcjabat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Perangkat Daerahl Kepala Biro.

(4)

(s)

(6)

{7t
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(S) Feniiaial atas laporan keija irarian Kepaia Fer-augka'i

Daerahl Kepala Biro dilakukan oleh Asisten Sekretaris

Daerah yang membidangi.

(9) Penilaian atas laporan keq'a harian Asisten Sekretaris

Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah'

(10)Penilaian atas laporan kerja harian Sekretaris Daerah

dilakukan secara mandiri ( Self Asse sment)'

(Lill/aporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ajat (1)

termasuk juga mengikuti Apel Pagi, Senam pagi, Acara

siraman rohani, upacara hari besar Nasional, menghadiri

undangan rapat, gotong royong, membesuk pegawai ASN

yang sakit, melayat pegawai ASN yang meninggal, mewakili

atasan, mengikuti kegiatan darma wanita dan kegiatan

lainnya yang merupakan bagian dari tugas pegawai ASN'

Pasal 2 1

Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, dan

kendaia teknis lainnya yang menyebabkan diberlakukannya

sistem pembuatan iaporan kerja harian Secara manuai,

maka laporan disampaikan kepada kepala perangkat daerah

yang menangani urusan Kepegawaian paling lambat pada

hari kerja ke 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan

Lrerkas pendukung yang telah lengkap.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara

Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Tambahan

Penghasilan pegawai ASN, dibentuk Tim Pelaksanaan

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

(21 Keanggotaan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan

pegawai ASN terdiri dari:

a. Cubernui Bengkulu selaku Penaschat;

b. Wakil Gubernur Bengkulu selaku Koordinator;

c. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu selaku Ketua;

d. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua;

e. Perangkat Daerah

Kepegawaian;

yang menanganl urusan
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i. Pelangkai Daerah yalig fiiel.iangani u5'usan pellga\t'asa1lt

g. Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan

Keuangan daerah;

h. Perangkat Daerah yang menangani urusan teknologi

informasi dan komunikasi;

i. Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan

dan pembangunan daerah;

j. unit l(erja Jang meiiaiigani urusaii organisasi perangkat

daerah dan hukum; dan

k. Perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan'

Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melakukan perencanaan, penyusunan regulasi,

pengelolaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

TPP.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur'

BAB IX

SANKSi

Pasal 23

(1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasii verifikasi Tim

pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai ASN terbukti

memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan

bukti kinerja pegawai ASN diberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Peruncian g-uncian gan yan g beriaku .

(2) Pejabat Penilai yang terbukti berdasarkan hasil verifikasi

Tim pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai ASN tidak

melakukan penilaian kinerja pegawai ASN kepada

bawahannya tanpa alasan yang jelas, diberikan sanksi

Lrerupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar SOoh

(lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada

r^,.1^- r^^-i1.,Duian Ueir^uLtliir..

BAB X

PERHITUNGAN TPP

Pasal 24

(1) Rumus perhitungan besaran TPP yang diterima oleh setiap

pegawai ASN adalah :

(41
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Jumlah TPP diterima = Jumlah TPP Maksimal x
(akumulasi persentasi aspek disiplin kerja +

Akumulasi persentasi aspek produktivitas kerjaf

(2) Format pengajuan besaran TPP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

TPP dibayar sebanyak 12 (Dua Belas) kali setiap tahun

sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
/1\ J^-^+ l:r^^-j'!-^.^ 'I\DD'I'..^;^--^- l ^*.; D^'.- .l-- 'l-Df)
tI,, Liir.Pd.L tlirJEiii\d,tl ll I lL{rlclrrSd.ll lld.tt r\o.Ja. uarr rrl

Tunjangan Ketiga Belas.

Permintaan Pembayaran uang TPP untuk Tunjangan Hari

Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan

dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah.
n^--:-+^^- -^*1^^. 'Irf)D -^J^ 

-n^-.-:.^ I
r-tittlltiiLcialr puirru.r._var.td.ll ud,lt5 I I I PaLro. rctrllrrr r

diajukan bulan berikutnya paling lambat pada setiap hari

kerja ke 10 (sepuluh), kecuali untuk bulan Desember

dapat diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan

sebesar looo/o (serratus persen).

Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan Desember

akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan
I^-^--^...: +^l^,,- 1^^-:1.,,..^.,^

\-rii.-tiLiiT-r I Laa.i iLr.iI U(jI I l\Li Li i v d..

Pembayaran TPP yang belum dapat dibayarkan pada

tahun berkenaan dapat di bayarkan tahun berikutnya.

Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II

pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris

Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP untuk

Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Perangkat
n^ ^-^1^iJ cLC I ii,\ i .

Daftar perhitungan uang TPP disertai dengan Surat

Tanggung Jawab Mutlak.

{2}

(3)

IA\
t-tl

{s)

(6)

(7)

(8)
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(9) Daftar rekapiiuiasi keiradiran kerja tidak berraku pacia

pembayaran TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan

Tunjangan Ketiga Belas.

(10) ASN yang pindah tempat bertugas di iingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, pengajuan pembayaran

TPP dilaksanakan pada tempat tugas baru.

(11) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak
^^1-^-^.;.-^-^ l.:*^1.^,,1 .^^l^ ^,_^+ /Qi +^-^^.^+,,.- -J^1^*Duijii.Eir.llllar.lri1 Lr.ririci^suu pdiJa a-l au tOj LCi'Uaii LUrii. Caiam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan pembayaran besaran TPP pegawai ASN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung sejak bulan
Januari 2021.

Instrumen penghitungan TPP dan perekaman kehadiran
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah provinsi

Bengkulu Tahun 2O2O Nomor 29il masih tetap berlaku

sampai dengan bulan Maret 2O2L.

Pasal 27

Dalam hal telah dilaksanakannya penyederhanaan Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemberian Tpp

pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan besaran Tpp pada

Jabaian yang diduduki sebeiumnya sampai

dilakukannya mutasi pegawai ASN.

dengan

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2o2o tentang pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2O2O Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasai 29

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gu'oemur ini ciengan penempatamnya daiam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkuiu

pada tanggal 5-4-2021

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 5-4-2O2t

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinYa

I MANUSIA,

Muda
199303 1 002
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LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

FORMAT CHBCKLIS?" BERKAS VERIFIKASI TPP

GUBBRNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
I MANUSIA,

M.H
Muda

NrP. 19681 199303 1 042

PD
Tanggal Terima Berkas : Tanggal Selesai Verifikasi

lVO EERIEAS VEFJFI ILASI ?PP Celdist I(afaranoan

1. Pengantar Kepala PD
2. Format C
-J. Format D

4.

Data Pendukung :

a. SP/SPT Surat Cuti
b. Surat Keputusan Hukuman Disiplin
c. Rekap Perilaku Keia dan Prestasi Keq'a

5. Surat Pernyataan JPT/ Ess.II
6. Surat Pernyataan Bendahara Gaji
L Surat Pernyataan Pegawai
8. Surat Pernyataan Tidak Diajukan TPP

9. Surat Pernyataan OPMIN
10. Soft Copy {Format C dan D)

11.
Hard Copy :

a. Finger Print
b. Format D

Pembina
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LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2A2I
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
(KOP DrNAS)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menyaiakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pembayaran Tambahan
Penghasiian (TPP) PNS untuk Bulan Tahun Anggaran 20..... pada
(Perangkat Daerah) an. dkk (......Orang) sebesar
Rp..... (....... .......), Kode Rekening

...............; telah dihitung dengan benar di
PD......

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan
Penghasilan (TPP) PNS untuk Bulan Tahun Anggaran 2o..... pada
(Perangkat Daerah) an........ dkk (......Orang) di pD

l-^r_; l.^-o^.li^ r rn+rrl' ,^+^-1 ,^^nd.iiii LiLl .>uiiiit ijiiLUii iiiuii vULui-i{ail
kelebihan tersebut ke kas daerah.

3. seluruh Dokumen yang disampaikan sebagai lampiran pengajuan
pencairan dana adalah benar menjadi tanggung jawab kami, baik secara
hukum dan administrasi.

Bengkulu ,.......

(Jabatan)
Selaku Pengguna Anggaran

NIP.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
Salinan sesuai dengan aslinya

RO HUKUM DAN
MANUSIA,

Muda
199303 1 002
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